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PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS KERJA 2019-2024

r

5 PRIORITAS KERJA UNTUK VISI INDONESIA MAJU

PEMBANGUNAN SDM

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

SIMPLIFIKASI REGULASI

TRANSFORMASI EKONOMI

PENYEDERHANAAN
BIROKRASI

SDM YANG PEKERJA KERAS, DINAMIS,

TERAMPIL, DAN MENGUASAI IPTEK
MENGUNDANG TALENTA GLOBAL

Penghubung produksi dan distribusi
Mempermudah akses wisata
Mendongkrak lapangan kerja

Nilai tambah perekonomian

Kendala regulasi disederhanakan,
dipotong, dan dipangkas
Omnibus Law

Penyederhanaan birokrasi menjadi 2
(dua) level eselon

Peralihan jabatan struktural menjadi
fungsional

Daya saing manufaktur dan jasa modern
bernilai tambah tinggi

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

VISI

TERWUJUDNYA
INDONESIA MAJU
YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

Birokrasi Yang Lebih Dinamis, Agile,
Profesional, Efektif dan Efisien
Dalam Pelayanan Publik



MEMBANGUN BIROKRASI YANG DINAMIS

Fleksibilitas yang tinggi

proses bisnis sederhana, organisasi yang ramping dan bt
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Kapabilitas yang baik

kemampuan berpikir jangka panjang, dorongan berbagai inovasi dan

perubahan (contohnya melalui omnibus law), membandingkan

|

kemajuan dan pencapaian negara lain dan sektor swasta

Budaya yang unggul

meritokrasi, antikorupsi, dan berorientasi pada kinerja. Perubahai
budaya harus dijadikan prioritas pembangunan 5 tahun ke depan
dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

Sumber: Prof Eko Prasojo (2019). Proses alih pemangkasan birokrasi

VARIABEL PENTING BIROKRASI DINAMIS

Kapabilitas/Keahlian

Budaya Tidak Korup dan Berbagi Outcome
Organisasi Berbasis Kinerja

Kebijakan Adaptif dan Terintegrasi
Multistakeholder Partnership (Collaborative)

Joint and Integrated Budgetary System



Sebagai Profesi:

. NILAI DASAR;
. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU;

. KOMITMEN, INTEGRITAS MORAL, DAN
TANGGUNG JAWAB PADA PELAYANAN
PUBLIK

. KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN SESUAI
DENGAN BIDANG TUGAS;

. KUALIFIKASI AKADEMIK;

. JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS; DAN

. PROFESIONALITAS JABATAN.
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G hiw DAN REFORMASI BIROKRASI

Kompeten

Kami terus belajar dan
mengembangkan kapabilitas

Loyal

Kami berdedikasi dan
mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara

Akuntabel ) Ada ptif
anetncaraincbates [ @ P A K HLAK Kai terus berinovasi dan

ataupun menghadapi
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten perubahan

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga _ olaboratif

Berorientasi
Pelayanan

Kami berkomitmen memberikan pelayanan
prima demi kepuasan masyarakat

Melayanl ... .. e
ba n g Sa sinergis




TRANSFORMASI, ADAPTASI, ADOPSI: MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA 2024 BerAKHLAK)

bangga
melayani
bangsa

1. TRANSFORMASI: BIROKRASI BERKELAS DUNIA
®* STRUKTURAL 2024

= KULTURAL
* DIGITAL

2. ADAPTASI:
= KEBUAKAN
= KOMPETENSI

TANTANGAN: PERUBAHAN:

= ERA DIGITAL SOCIETY 5.0 i curess = PROSES DAN PRAKTIK
= KRISIS GLOBAL = TEKNOLOGI = QUTPUT DAN LAYANAN
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mh? Kebijakan Pengangkatan Dalam JF Melalui bangga

/
" melayani

erly | Penyetaraan JA ke JF e

Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural p
= A PRIORITAS L &

Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 10 ,/Q\ N
PEMBANGUNAN tahun 2019 tentang Penyetaraan l . y -\ |

PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN Jabatan Administrasi ke Dalam

Jabatan Fungsional

2019
- 2021
2020

UU No. 5 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17

tahun 2021 tentang Penyetaraan

2014 tentang

ASN Pasal 350A
(1) Dalam hal diperlukan penataan birokrasi,
penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat dilakukan
penyetaraan jabatan.
(2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jabatan Administrasi ke Dalam

Jabatan Fungsional



Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 Peraturan Menteri PANRB No. 17/2021

Pengangkatan JF & Tata Kelola w h'

FFEngangkatan S formest® Rete * Pengangkatan * Penyetaraan JA ke
Pertama Jabatan

* Pengangkatan * Uji Kompetensi ke JF Yang JF Dampak
Penyesuaian/Inpassing * Rekomendasi Setara dengan Penyederhanaan

* Pengangkatan * Angka Kredit JA Birokrasi
Perpindahan | » Kesetaraan Pemerintah

¥ \Fengangiatan Rromos! Penghasilan JF  * Penyesuaian JF ke

sesuai dengan JF Dampak

* Kebijakan Tata Kelola JF yang berbasis JA sebelumnya Penyederhanaan
pada Kompetensi dan Kinerja * Fungsi & Peran Birokrasi

* Pengembangan Kompetensi, dalam JE Pemerintah
Peningkatan Kinerja dan Karier

* Peroleh AK

Pejabat Fungsional
* Peningkatan Kesejahteraan JF Dalam Jabatan

Berdasarkan Kompetensi dan Kinerja dan Peran

JF




- . . BerAKHLAK)
Perkembangan Kebijakan Manajemen Karier dan Telenta ASN e
bangga
melayani
bangsa

Jabatan Fungsional seharusnya menjadi pilihan karier dan

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas /

Disparitas kesejahteraan dan fasulitas bagi pemangku jabatan fungsional

dibandingkan dengan jabatan struktural /

Kesempatan pengembangan kompetensi dan karier pejabat fungsional

diberikan ruang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi /

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja serta sudut pandang dalam

Jabatan Fungsional /

Optimalisasi Pembinaan JF oleh IP dan Pengelolaan JF di lingkungan

Pengguna Jabatan Fungsional \/




Dukungan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

BeraKHLAK
bangga

bangsa

_No_ Dukungan Kebijakan

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun
2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur
Sipil Negara

Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun
2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri
Sipil

Rancangan Peraturan Peraturan Presiden
tentang Penyelarasan Penghasilan

Dasar hukum bagi Instansi yang terdampak

penyederhanaan Birokrasi Pemerintah

Dasar hukum implementasi bagi K/L/Pemda vyang
terdampak  penyederhanaan  birokrasi  melalui
penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional

Dasar hukum dalam rangka pengembangan Kkarier
pejabat fungsional dalam manajemen talenta ASN

Dasar hukum bagi pengembangan karier pejabat
fungsional, termasuk untuk memudahkan perpindahan
antar jabatan fungsional

Rancangan dasar hukum pemberian penghasilan dalam
masa transisi bagi pejabat administrasi yang terdampak
penyederhanaan Birokrasi Pemerintah

melayani



Dukungan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah

BerAKHLAK
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Keputusan Menteri PANRB Nomor 592 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Persetujuan
Pengangkatan Jabatan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional di

Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri PANRB Nomor 895 Tahun 2021

tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Persetujuan Pengangkatan Jabatan Administrasi Dalam

Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri PANRB Nomor 998 Tahun 2021 tentang

Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Administrasi Ke

Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah

Dasar hukum pengangkatan pejabat administrasi ke dalam
jabatan fungsional oleh Menteri Dalam Negeri yang
terdampak penyederhanaan Birokrasi Pemerintah untuk
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Berlaku sampai dengan 31 Desember
2021

Dasar hukum implementasi Standar Penyetaraan Jabatan dan
Jenis Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi
Instansi Daerah untuk memudahkan dalam pengalihan
jabatan administsai ke dalam jabatan fungsional yang
terdampak penyederhanaan Birokrasi Pemerintah



KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN TAHUN 2021

DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYEDERHANAAN BIROKRASI INSTANSI PUSAT

No
1
2

LCLELET

2021

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN ﬁ.
APARATUR NEGARA || i

DAN REFORMASI BIROKRAS! 5 A2

Penataan struktur Organisas dan Tata Keria . g N N N N R

Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Dalam Jabatan Fungsional

Inventarisasi dan Pemetaan Jabatan
Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam
Jabatan Fungsional

Validasi dan Rekomendasi Penyetaraan Jabatan
JA ke JF

Administrasi Pengangkatan dan Pelantikan

Monitoring dan Evaluasi JF Penyetaraan JA ke JF

Berlaku hingga 30 Juni
2021 Penataan Organisasi
dan Tata Kerja

Administrasi Pengangkatan
& Pelantikan 31 Desember

2021

» e w - .c. .
2O.Ue sO0BOE™ Inventarisasi & Pemetaan
v

" USULAN

» Menteri PANRB

PEJABAT PEMBINA ™ Penetapan Jenis Jabatan
KEPEGAWAIAN

Penyetaraan JA

_~” ke JF

* Penyesuaian JF
ke JF

1. Validasi

2. Rekomendasi

3. Pengangkatan &
Pelantikan



KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN TAHUN 2021

DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYEDERHANAAN BIROKRASI INSTANSI DAERAH

No Kebijakan N -
2021

2 Peraturan Menteri PAVNRB No. 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke

Dalam Jabatan Fungsional Juni 2021 Penataan
' Organisasi dan Tata

Kerja

1 Penataan Struktur Organisasi dan Tata Ke{ja 4

Berlaku hingga Awal

3 Inventarisasi dan Pemetaan Jabatan
Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam

Jabatan Fungsional

4  Validasi dan Rekomendasi Penyetaraan Jabatan Pengangkatan dan

JA ke JF

5.  Administrasi Pengangkatan dan Pelantikan

Pelantikan 30 Juni 2021

6. Monitoring dan Evaluasi JF Penyetaraan JA ke JF

—_——————— e —— e —— e —— ———— — ———— — ———— —— ——— —— ——— —— —— —— ————— —— ———

o e |
Menteri PANRB “ Koordinasi dan Pelaporan Penyederhanaan E
|
|

o1 Kota 1. Validasi
Inventarisasi & ,
" Pemetaan ¥ Menteri Dalam N = Rekomenl
Menteri Dalam Negeri ' Gubernur enteri Dalam Negert 3 pengangk
& Pelantikan E

* Penet Jeni
enetapan Jenis - KabUhaten |
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BerAKHLAK

e

1. Pengangkatan Pertafma Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan bangéa '
2. Pengangkatan Perpindahan (Paraturan Menteri PANRB No. 13/2019 & Peraturan Menteri e
3. Pengangkatan Penyesuaian PANRB tentang JF)

4. Pengangkatan Promosi

Kesetaraan dan
Pengembangan
Karier

Jabatan
Administrasi
(Administrator,
Pengawas
Eselon Ill, IV, V

Jabatan
Fungsional Ahli
(Madya, Muda,
Pertama)

MEKANISME PENGALIHAN
JABATAN

PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE
FUNGSIONAL
Peraturan Menteri PANRB Nomor

28 Tahun 2019

DISETARAKAN

Penghasilan
Kelas & Tunjab
(Administrator,
Pengawas
Eselon 111, IV, V)

Penghasilan
Kelas & Tunjab
(Administrator,
Pengawas
Eselon Ill, IV, V)

Tidak Mengurangi
Pengasilan Sebelumnya

DISETARAKAN

Fungsi &Peran
Koordinator
SubKoordinator

Struktur &
Komado

Pelaksanaan tugas, tanggung jawab,
wewenang, beban kerja dan Cascading
Perjanjian Kinerja Pada Unit Kerja Organisasi

DISETARAKAN

S o ——— — B ——



JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB
No. 28/2019

O 0 N O n b

*Laporan per 31 Desember 2020

Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan

Penata Pertanahan

Analis Pengelolaan Keuangan
APBN

Analis Kepegawaian
Statistisi

Arsiparis

Perencana
Widyaiswara
Penata Kadastral

Pranata Komputer

Jumlah
4.096
3.540
3.225

3.082
2.641
2.313
1.956
1.339
1.279
1.093

Penyetaraan




» Apa yang Berubah?




Perubahan Ketentuan

PermenPANRB 28/2019

Kriteria dan Persyaratan
Jenjang Penyetaraan
Kualifikasi

Alur / Mekanisme
Penetapan Angka Kredit Modal
Kenaikan Pangkat

Formasi

Penghasilan

Pembinaan JF Penyetaraan
Ketentuan Lain:

Ketentuan Peralihan:

PermenPANRB 17/2021

Tetap

Tetap

Perubahan (Kualifikasi Tidak Sesuai dan BUP)
Perubahan (khusus Daerah)

Tetap

Tetap

Tetap

Perubahan (Perpres berlaku mundur)

Baru

Baru (Penyetaraan JF bagi Prajurit TNI/Anggota Polri)
Baru (Penyesuaian JF Semula)

Perubahan (Kenaikan Pangkat Reguler)
Perubahan (Pelaksanaan Fungsi Koordinasi)

Baru (Penyesuaian Hasil Penyetaraan Tahun 2020)




Pasal 9 : Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah

proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan

PERMENPANRB

‘I 7 / 20 2 " i 7 diangkat dengan
Koordinasi IP > Lulus 4 tahun harus
memiliki ijazah
Tidak sesuai Uji Kompetensi 3 j 8 .
. Dialihkan ke JF
Tidak Lulus Lain yang sesuai

Kualifikasi Pendidikan

S1/S2 BUP Tidak Dibatasi >

'

Pasal 6
Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria:
a. pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan
merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat

Jenjang
ADMINISTRATOR = AHLI MADYA
PENGAWAS - AHLI MUDA
PELAKSANA ESV = AHLI PERTAMA

penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan

yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
b. tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
Pejabat Definitif pelayanan teknis fungsional;
c. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat
Fungsional; dan

d. jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.

; \




Alur Penyetaraan Instansi Pusat

—
- ~ VALIDASI - ~ P P ENGANGKATAN - N
« identifikasi sesuai « ditetapkan oleh * PPK menyampaikan

format « dilakukan oleh Tim MenPANRB laporan ke
« disampaikan ke Validasi dan Instansi « disampaikan ke * pengangkatan MenPANRB
MenPANRB Pengusul PPK dlar;‘ppeéaéwtlkan « tembusan BKN, dan
« tembusan BKN ole Instansi Pembina

N USULAN N  DERSETUJUAN \ / “
\ PELAPORAN




Alur Penyetaraan Instansi Daerah

- 5 N 1
« identifikasi - : i laporan ke Mendagn

sesuai format » dilakukan oleh Tim ; Rne;:gfﬁg%an tertulis » tembusan
» disampaikan ke Validasi e pront Ly i SR « pengangkatan MenPANRB, BKN,
Mendagri Kemendagri P dan pelantikan dan Instansi Pembina
: » tembusan MenPANRB dan leh PPK
* sesuai Standar BKN ole

SN Penyetaraan s
~— ) Jabatan PERSETUJUAN PELAPORAN
N . S| | \

KepmenPANRB 592/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Q -

Persetujuan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah




KepmenPANRB No
998/2021

Standar penyetaraan jabatan dan jenis jabatan
dalam penyetaraan jabatan untuk instansi daerah

* Merupakan pedoman bagi instansi daerah

» Berisi jenis jabatan yang dapat menjadi acuan
untuk penyetaraan jabatan di instansi daerah

» Dalam hal belum terakomodir dalam
KepmenPANRB, instansi daerah dapat
menyampaikan jenis jabatan dalam usulan
penyetaraan

* Dalam hal belum ditetapkan, instansi daerah
dapat mengusulkan penetapan jabatan
fungsional melalui kementerian dalam negeri
atau ke K/L (selaku instansi Pembina)

;

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 998 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR PENYETARAAN JABATAN DAN JENIS JABATAN DALAM
PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BAGI INSTANSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk percepatan pelaksanaan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang
periu untuk menetapkan standar penyetaraan jabatan
dan jenis jabatan dalam penyctaraan jabatan administrasi
ke dalam jabatan fungsional bagi instansi daerah;




a. Tabel 1. Kesesuaian Jabatan Fungsional Model Urusan Provinsi

Urusan/Fungsi
Penunjang

Perhubungan

Ketentraman
dan Ketertiban
Umum Serta
Linmas

Keuangan

—

N

N

Seksi Bidang

. Inspektur

Keamanan
Penerbangan
Inspektur
Kelaikudaraan
Pesawat Udara
Inspektur
Pengoperasian
Pesawat Udara

. Polisi Pamong Praja

Analis Kebakaran
Pemadam
Kebakaran

. Analis Keuangan

Pusat dan Daerah
Penilai Pemerintah
Penata Laksana
Barang

Instruktur
Pengantar Kerja
Mediator

Hubungan
Indnetriol

PONDPOAPLPONE VOO EWR

PN D DN -

SO R o

Sekretariat

Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Analis Kepegawaian

Arsiparis

Pranata Komputer

Pranata Humas

Perencana

Analis Kebijakan (Madya harus S2)
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Perancang Peraturan Perundang-
undangan (Wajib S.H)

Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Analis Kepegawaian

Arsiparis

Pranata Komputer

Pranata Humas

Perencana

Analis Kebijakan (Madya harus S2)
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Perancang Peraturan Perundang-
undangan (Wajib S.H)

Analis Kepegawaian

Arsiparis

Pranata Komputer

Pranata Humas

Perencana

Analis Kebijakan (Madya harus S2)
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Perancang Peraturan Perundang-
undangan (Wajib S.H)

Analis Kepegawaian

Arsiparis

Pranata Komputer

Pranata Humas

Poarencana

b. Tabel 2. Kesesuaian Jabatan Fungsional Model Urusan

Kabupaten Kota
s r“"‘“’ Seksi Bidang Sekretariat
1. Inspektur Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Keamanan Analis Kepegawaian
Penerbangan Arsiparis
2. Inspektur Pranata Komputer

Kelaikudaraan Pranata Humas

OCONGOANDRON -

Perhubungan Pesawat Udara Perencana
3. Inspektur Analis Kebijakan (Madya harus S2)
Pengoperasian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pesawat Udara Perancang Peraturan Perundang-
undangan (Wajib Minimal Sarjana
Hukum)
1. Polisi Pamong Praja 1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
2. Analis Kebakaran 2. Analis Kepegawaian
3. Pemadam 3. Arsiparis
Kebakaran 4. Pranata Komputer
:i(:;e'l?em?bln 5. Pranata Humas
Umum Serta (: Perencana . -

. Dalam hal baru ditetapkan dan belum terakomodir dalam jenis jabatan

dalam Keputusan Menteri ini, fungsional dapat
dipertimbangkan dalam penyetaraan jabatan bagi Instansi Daerah

berdasarkan tugas fungsi dan kedudukan jabatan fungsional, serta

jabatan

klasifikasi urusan pemerintahan di Instansi Daerah.

. Dalam hal jenis jabatan yang ditetapkan belum dapat mengakomodir

tugas dan fungsi Perangkat Daerah namun dipandang perlu dibentuk,
Instansi Daerah dapat mengusulkan penetapan jabatan fungsional
baru kepada Menteri melalui kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan
lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan
fungsi pembinaan sesuai bidang tugas jabatan fungsional terkait,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Penghasilan
Penyetaraan
Jabatan

“Perpres fenfang

penghasilan
penyetfaraan akan
berlaku surut sejak
fanggal dilantik”

 Penetapan kelas JF disetarakan dengan
kelas JA sebelumnya sampai dengan
ditetapkannya ketentuan penghasilan
Penyetaraan Jabatan

« Dalam hal kelas JF lebih tinggi, kelas jabatan

mengikuti peraturan perundang-undangan

« Pelaksanaan kegiatan disetarakan ditetapkan

setara dengan pelaksanaan kegiatan pada
kelas dalam jenjang JF




Pembinaan JF Penyetaraan

Instansi pembina melakukan upaya
pembinaan terhadap Pejabat Fungsional hasil
Penyetaraan Jabatan dalam rangka
pengembangan dan peningkatan kompetensi

Pengembangan kompetensi dilaksanakan
setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan
Fungsional

Dalam disyaratkan, pendidikan dan pelatihan
atau sertifikat dilaksanakan paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat dan dilantik




Dalam masa peralinan
penyederhanaan
birokrasi, prajurit
TNI/anggota Polri yang
menduduki JA dapat
disetarakan ke dalam JF
ASN

Penyetaraan Jabatan
bagi Prajurit
TNI/Anggota Polri

Ketentuan

Instansi Pusat Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan

Pembinaan JF

Dapat menduduki JF ASN sampai dengan berakhirnya masa
penugasan

Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri PANRB



a

Peralihan

Dalam hal telah memiliki JF sebelum menduduki
JA, dapat diangkat kembali ke JF sebelumnya
paling singkat 1 (satu) tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

a

Kenaikan Pangkat Reguler April dan Oktober 2021

* memiliki kepangkatan 4 tahun atau lebih dalam
pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat
tertinggi dalam Jabatan Administrasi sebelumnya

« memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang pangkat di JA-

-2 1 (satu) tahun dalam Jabatan Administrasi dan
1 (satu) tahun dalam pangkat; atau

-2 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat.

Mekanisme koordinasi dan .

pengelolaan kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan
bidang tugasnya, sampai
dengan peraturan yang
mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi
pberlaku, paling kurang 1
(satu) tahun

Penyesuaian terhadap hasil
penyetaraan sebelumnya
dapat disampaikan kembali
pberdaasarkan struktur
organisasi dan tata kerja
yang baru.

-




Usulan Penyesuaian Penyetaraan JF ke JF Lainnya

Tahun 2021

Nama Instansi :

Pertimbangan:

1. Kesesuaian kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja
2. Kebutuhan Organisasi

3. Penyesuaian SOTK Yang Baru

4. Masa Kerja

Pejabat Pembina Kepegawaian,

(Nama)



exL

Arahan Presiden &
Wakil Presiden
Penyederhanaan

Birokrasi Pemerintah

Penyederhanaan
Birokrasi
Pemerintah

1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Baru

Perubahan dan Penyesuaian Mekanisme
Kerja Organisasi

Pengembangan Kompetensi Pejabat
Fungsional

Pengembangan Karier Pejabat Fungsional
Penilaian Kinerja Pejabat Fungsinal

Penataan Formasi dan Peta Jabatan
Fungsional

Pembinaan Profesi dan Pengelolaan Pejabat
Fungsional Oleh Instansi Pembina dan
Pengguna

Kesejahteraan Pejabat Fungsional

Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional

BIROKRASI YANG
LEBIH DINAMIS,
AGILE, PROFESIONAL,
EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM PELAYANAN
PUBLIK



Prioritas Utama Pengelolaan
Sumber Daya Manusia

H Mengembangan SDM Secara

Berkesinambungan
2 Merekrut Orang Yang Tepat

Mengembangkan Talents

4 Mengembangkan Budaya
Organisasi
5 Membangun Jalur Karier



Penyederhanaan
Birokrasi

Pola Pikir mp

BorAKHLAK

bangga
# melayani
bangsa

Penataan SOTK

Transformasi
Organisasi

Pengalihan JA ke JF

Transformasi
Jabatan Kebijakan

Penyetaraan JA ke

Transformasi 15

LR ¢m Budaya Kerja




BerAKHLAK Struktur Yang Lincah

£ enegs . . dan Dinamis
ey 1 ‘ A ; .
MTENG t_\ S Y Y, /;' Berbasis JF
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1. Administrator
2. Pengawas
3. Pelaksana (Es. V)

1. Kesejahteraan dan
Fasilitas

2. Pengembangan
Karier(Kenaikan
Pangkat/Jabatan)

3. Pekerjaan Berdasarkan
Struktur

4. Bekerja Sesuai
Bidangnya

5. Penilaian Kinerja

6. Wewenang dan
Tanggung Jawab

Jabatan Administrasi

>
BerAKHLAK

PENYEDERHANAAN BIROKRASI banggo

Pola Kerja Pejabat Fungsional

melayani

bangsa
Diberikan Peran  Sebagai 1. Ahli Madya
Koordinator/Subkoordinator 2. Ahli Muda
sesuai dengan Fungsi 3. Ahli Pertama
* Bekerja lintas struktur 1. Kesejahteraan  dan
( Pokja, Tim dsb) Fasilitas
* Organisasi Dinamis 2. Pengembangan Karier
* Orientasi keahlian untuk (Kenaikan
berinovasi dan Pangkat/Jabatan)
berproduksi 3. Pekerjaan

Berdasarkan Fungsi

* Meminimalisir potensi G ik
menyalahgunakan 4. Penilaian Kinerja
5. Wewenang dan
wewenang
Tanggung Jawab

* Pengambilan  Keputusan
yang lebih efektif




Pengembangan Karier Dalam Jabatan ASN

» Seleksi Terbuka dan Kompe

* Penugasan Presiden

* Mutasi Internal/Eksternal

™

KRS

* Karier Berjenjang

™ —
KRS
(7,8,9)

*Plt

ADMINI|STRASI
—

*Plh.

—

JA

titif
JABATAN

PIMPINAN —
TINGGI

\BATAN

ISTRATOR

PLT/PLH

7" KARIER

POSISI

>
BerAKHLAK

[or OF Ml Ot Pty anan A tated § orpeten
1w rarin | Ol APt § chatorol

bangga
melayani
bangsa

* Jabatan ASN Tertentu

* Instansi Pusat Tertentu

* Prajurit TNI, Angota Polri,
Non PNS

~ PPPK

VY

29



Berkarier Berbasis
Jabatan :

1 KENAIKAN
JABATAN/JENJANG JABATAN

v Jabatan
v Kualifikasi Struktural 2 KENAIKAN PANGKAT
v Kompetensi (JPT,
v Kinerja Administrator,
o MOEgEIAS Pengawas) ﬂ KENAIKAN TUNJANGAN JABATAN
v" Moralitas v Jabatan
v' Kebutuhan Fungsional

Organisasi (Keterampilan . D
dan Keahlian) ~ Kinerja 4 KENAIKAN KELAS JABATA

Kualitas SDM Unggul ' D Pelayanan Publik




),
~

Pemetaan Proses Bisnis, Anajab, ABK -

I 0]:71V- VY

REDESAIN REDISTRIBUSI FORMASI

PROSES BISNIS
DAN OUTPUT BEBAN KERJA JABATAN

« Redesign Proses Bisnis, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja untuk menghitung kembali
formasi jabatan fungsional penyetaraan jabatan
* Redistribusi beban kerja berdasarkan butir kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional

« Penghitungan dan penetapan kembali Formasi untuk setiap jenjang jabatan fungsional seba‘ -
jaminan pengembangan karier pejabat fungsional berkelanjutan



Pembinaan dan Pengembangan
Kompetensi serta Pola Karier

Standar kompetensi jabatan
fungsional dalam masing-masing
jenjang (juknis-juklak) dan standar
output (hasil kerja)

20 jam pengembangan kompetensi

(wajib), pengembangan profesi,
penunjang

Penyusunan Pola Karier
Instansional: Horisontal, Vertikal,
Diagonal (antar — dalam

Kelompok Jabatan) g




Pola Karier JPT

g

]

|

: Pola Karier JF
I Keahlian
|
]
I

POLA KARIER INSTANSIONAL

KELOMPOK JABATAN
PIMPINAN TINGGI

KELOMPOK JABATAN

ADMINISTRAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
— >  Vertikal
4+ Horisontal

Pola Karier JF
Keterampilan

D s

«----+ Diagonal

Promosi

Penugasan




Penilaian Kinerja dan Penghitungan Angka
Kredit : Konvensional/Konversi/Integrasi

Penyusunan SKP Pejabat Fungsional

Manajemen berbasis Butir Kegiatan Jabatan Fungsional
Kinerja berbasis manajemen kinerja (PP 30/2019)
Jabatan Pelaksanaan tugas fungsi koordinasi

o sebagai tugas tambahan dalam kinerja utama
Fungsmnal sesuai kebutuhan

Mekanisme Kenaikan Pangkat sesuai denga

jabatan fungsional




Sasaran Kinerja
Organisasi

* Indikator Kinerja Utama /
Penetapan Kinerja

Cascading Sasaran
Organisasi ke dalam Sa

Kinerja Pejabat E
~ +JPT Madya - Pratama - oomssssssssss

~

KemenFANRB

Deputi SDM: Perumusan Kebijakan Manajemen ASN
Asdep Manajemen Karier dan Talenta: Perumusan Kebijakan Manajemen Karier dan Talenta

* Fungsi Koordinasi

Kelom pok (Koordinator/SubKoordinator)
Jabatan * Penetapan jenis jabatan fungsional yang

mendukung dalam kelompok kerja

Fungsional » Kelompok Kerja terdiri atas Jabatan

SKP Individu

Fungsional dan Jabatan Pelaksana

* Butir Kegiatan
» Angka Kredit
* Target Kinerja

1

Fungsi Koordinasi dan Kelompok Kerja

« Kelompok Kerja Manajemen Karier

+ Kelompok Kerja Manajemen Talenta

* Kelompok Kerja Pengembangan
Kompetensi

Analis Kebijakan, Analis SDM, Perancang,

Statistisi, Arsiparis, Perencana

SKP:
Target Kinerja

Butir Kegiatan -
Tugas Tambahan




Contoh
SKP Pejabat
Fungsional
Penyetaraan
Jabatan

Butir Kegiatan Jabatan Fungsional, Angka Kredit,
yang akan dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit

V4 "
; ‘\'v SASARAN KERJA PEGAWAI
i = § KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
o — TAHUN: 2020
"%tl
NO LPEJABAT PENILAI NO IL PEGAWAINEGER! SIPIL YANG DINILAL
1 [Nama — ey 1 Nama i g T e Sl e @
Z |NIP L ——— — - 2 NP | e &
3 | Panghat/Gol Ruang | — — — - 3 Panghat/Gol Ruang P - )
— o -t~
4 |Jabatan e 4 Jabatan M ——— W Wy
-3 w . g- — s Unk Kerla ‘-L
e =l {l= TARGET
NO HL KEGIATAN TUGAS JABATAN AK
KUANT/OUTPUT KBAL/MUTY WAKTY BIAYA Quta)
M diakan rek dasl pen; hoebt| Mutasi
1 [ oeTResions peny Poraisn lbijsinn Rperpres 10 1 Policy Brief 100% 12 |bulan
Merumuskan isue-dsue kebdjalkan terkalt penyusunan perumusan kebi)akan
: RPermenPAN RS Penugasan Khusus (revisi PermenPANRB 35/2018) 15 1 Pelicy Paper 100% 12 |l
denyediakan rek dasi penyusunan perumusan kebijakan RPermenPAN RB
3 P Jabatan 10 1 Policy Brief 100% 12 | bulan
4 |Menyediakan rekomendasi kebljakan RPermenPAN RE Pola Karter 10 1 Policy Brief 100% 12 | bulan
Menyediakan rekomendasi penyusunan perumusan kebijakan RPermenPAN RB
5 R a Pengembangsa K N \ 10 1 Policy Brief 100% 12 | bulan
6 Menyediakan rekomendasi kebijalan usulan penyetaraan jabatan instans s s Telaahan Staf 100% 12 | butan
pemerintah
Menyediakan informasi data Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang sudah
7 fakukan selehu terbuka sesual dengan ) e s 1 Telaahan Staf 100% 12 | bulan
8 |Melakukan uji publik rancangan rekomendast kebijakan Mutast JPT Nasional 15 1 rancangan kebdjakan 100% 12 | bulan
° Melakukan koasultast, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan s s Daftar konsultast dan 100% 12 | butan
untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan Pola Karler hasil konsultast
10 Melakulan konsultast, dialog, dan diskust dengan para p ghu kepentingan 8 s Dafar konsultast dan 100% 12 | bulan
untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan Penugasan PNS hastl konsultasi
1 Melakukan koasultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemanghu kepentingan s s Daftar konsultasi dan 100% 12 | votan
untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan Penyetaraan Jabatan hasil konsultas|
12 |Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan 3 3 |8ahan pidato/ceramah/ ol s
3 T 1 surat Penugasan 100% 12 | bulan
14 | Melaksanakan tugas dan fungs koordinast: 1 Laporan 100% 12 | bulan
a. Melaksanakan koordinasi perencanaan program kegiatan kelompok kerjanya
b Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada kelompok kerjanya
© Melakukan review atas pelaksanaan tugas unit kerja pada kelompok kerjanya
d. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kineria kelompok kerja
¢. . (lainnya)
Jakarta, 2020
Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Paral
Koordinator/Subk

. or

L R -

B R R )

Rincian tugas dan fungsi koordinasi, penilaian skp
setiap tahun, tetapi penghitungan angka kredit

setiap untuk kenaikan pangkat (25% An redi
Kumulatif Kenaikan pangkat untuk satu
kenaikan pangkat dalam satu periode)




Kenaikan Pangkat/Jenjang Jabatan

» Periode

« setiap Penilaian ’ Ej?lrglsailan
tahun AK JCUELCUI  koordinasi
« dinilai . ginilalni TIm Pangkat/ & Uj
atasan enilai Jenjang :
langsung Angka . I;ompetgnSI
Kredit UL

* Angka Kredit Modal penyetaraan jabatan ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan bukan pangkat
+ Fokus terhadap kekurangan angka kredit akumulatif kenaikan pangkat/jenjang jabatan

+ Uji Kompetensi dan Formasi untuk Kenaikan Jenjang Jabatan

~




PANDUAN
PELAKSANAAN

PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRAS|
KE JABATAN FUNGSIONAL

1T T T T T

@karier.talenta

Asdep Manajemen Karier

> dan Talenta

"Ill.l y,



